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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu negara hukum, tegaknya hukum merupakan sendi dasar yang 

tidak bisa ditawar-tawar. Sendi dasar tersebut sangat ditentukan oleh sikap, 

perilaku clan pandangan dari masyarakat, bangsa serta negara itu sendiri. Sehingga 

tegaknya hukum akan menjadi dambaan bagi masyarakat dan berlaku secara 

universal. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 bagian penjelasan umum 

tentang sistem pemerintah negara menyatakan bahwa: 

"Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (recthstaat) tidak berdasar 

atas kekuasaan belaka ( macthstaat ). " 

Dengan demikian sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat 

perlengkapannya terikat dan bertindak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

Dalam rangka tegaknya hukum ada eksistensi dari tegaknya hukum itu 

sendiri tidak mungkin terlepas dari ketertiban komponen-komponen dan atau 

perangkat-perangkat hukum itu sendiri. Perangkat-perangkat tersebut dapat 

bersifat formal dan nonformal, bagi perangkat formal akan berbentuk aparat resmi 

seperti hakim, panitera, ataupun advokat'pengacara yang di dalam mengabdikan 

tugasnya diharapkan tegar sesuai tugasnya masing-masing. Sedang bagi perangkat 

nonformal tiada lain adalah masyarakat. Adapun pelaksanaan dari kedua perangkat 
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umum itu diharapkan akan terdapat keterpaduan yang serasi demi tercapainya 

tegaknya hukum tersebut. 

Oleh karena itu diciptakan lembaga yang mampu menegakkan dan 

sekaligus menjamin keadilan yang ada pada lazimnya disebut pengadilan. Di 

samping itu pengadilan yang merupakan tempat pengayoman bagi orang atau 

masyarakat yang membutuhkan sesuatu keadilan haruslah dalam melaksanakan 

suatu keputusan tidak boleh membedakan tingkat derajat orang tersebut. 

Akan tetapi dalam prakteknya disebabkan oleh beberapa hal sering 

dijumpai hal-hal yang dapat menghambat asas keadilan tersebut di atas. Misalnya 

kekurangmampuan dari para penegak keadilan dalam mengadakan 

hukum/menerapkan hukwn atau kadang-kadang timbul dari para pihak yang 

berperkara, salah satu contohnya adalah itikad tidak baik dengan tidak hadimya 

salah satu pihak dalam persidangan tanpa alasan yang salah satu pihak dalam 

persidangan tanpa alasan yang sah namun sengaja untuk memperlambat proses 

persidangan. 

Di dalam menghadapi hambatan proses persidangan yang lama ini, maka 

Undang-undang memberikan adanya proses putusan yang dijatuhkan tanpa 

hadimya pihak tegugat atau dikenal dengan Verstek. 

Selain upaya yang datang dari penegak hukum sendiri, kesadaran 

masyarakat terhadap hukwn juga semakin meningkat. Salah satu indikatomya 

2 



I 
adalah sejalan arah kebijaksanaan pembangunan hukum yang dituangkan dalam 

I 

I 

TAP MPR NO./IV/MPR/1999 tentang GBHN berbunyi: 

Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan 
terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap 
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran." 

Sebagaimana diketahui, di masyarakat kita pada umumnya dalam rangka 

menegakkan keadilan dalam menghambat proses peradilan, misalnya 

kekuranganmampuan hakim dalam menerapkan yustisia/hukum, serta pihak-pihak 

yang berpekara yang tidak beritikad baik, seperti tidak hadimya 

tergugat/penggugat. Undang-undang membenarkan adanya putusan verstek ini 

dalam rangka mempercepat proses peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut di 

atas, maka penulis bennaksud untuk menelitinya dan menuliskan ke dalam skripsi 

dengan judul " TINJAUAN PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN 

NEGERI SEMARANG DIKAITKAN PERKARA NO. 194/PDT/G/2001/PN. 

SEMARANG." 

B. Perumusan Masalah 

1 .  Bagaimana proses putusan Verstek clan eksekusi Verstek serta bagaimanakah 

pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri 

Semarang? 

2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang timbul dalam proses acara Verstek dan 

eksekusi Verstek di Pengadilan Negeri Semarang ? 

3. Apa yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Semarang dalam 

menjatuhkan putusan Verstek serta bilamanakah hambatan-hambatan yang 
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diakibatkan karena tidak hadimya para pihak yang berperkara clan mahalnya 

biaya untuk berperkara ? 

C. Tujuan Penelitian 
I 

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1 .  Untulc mengetahui bagaimana proses putusan Verstek clan eksekusi Verstek 

serta pelaksanaan asas sederhana, cepat, clan biaya ringan di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

2. Untuk: mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam proses 

acara putusan verstek di Pengadilan Negeri Semarang. 

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan Negeri 

Semarang dalam menjatuhkan putusan verstek serta hambatan-hambatan yang 

diakibatkan karena tidak hadimya para pihak yang berperkara dan mahalnya 

biaya untuk berperkara. 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian diharapkan mempunyai kegunaan untuk 

kepentingan umum maupun untuk kepentingan penelitian ini, menurut penulis 

adalah sebagai berikut : 

1 .  Kegunaan secara teoritis 

Yaitu basil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan 

ilmu hukum khususnya hukum acara perdata 

2. Kegunaan secara praktis 
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2. Kegunaan secara praktis 

Yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberi 

masukan bagi pemegang kebijaksanaan (pemerintah) dan instansi lainnya yang 

terkait (pengadilan) dalam bidang beracara perdata sehingga dapat tercipta 

kepastian hukum. 

E. Dasar Pemikiran 

Berdasarkan pemikiran bahwa manusia di dalam hukum dipandang 

mempunyai kedudukan yang sama, maka pihak yang berperkara tertentu harus 

sama-sama diperhatikan kepentingannya demi terlaksananya keadilan yang 

didambakan. Keadilan ini tidak terlepas dengan asas yang dianut di dalam 

perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

UU No. 35/1999 pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mencapai hal tersebut, karena 

dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang beritikad tidak baik, dengan tidak 

hadimya di persidangan, sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain baik 

biaya, waktu, dan kepentingan lainnya. 

Pengadilan dalam hal ini tidak akan mengulur-ulur waktu sesuai dengan 

ketentuan mengenai Verstek ini diatur dalam pasal 126 HIR yang berbunyi sebagai 

berikut : 

"Di dalam hal ini yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan 
Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya 
pihak yang tidak datang dipanggil buat keduakalinya, datang menghadap 
pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh ketua di dalam 
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persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu 
berlaku sebagai panggilan." 

Di dalam putusan ini diatur syarat-syarat sebagai berikut : 

1 .  Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan. 

2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap. 

3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. 

4. Petitum tidak melawan hukum. 

5. Petitum beralasan' 

Juga sesuai pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU 

No.35/1999 yang berbunyi: 

"Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan 
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan 
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan." 

F. Metode Penelitian 

I .  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis atau sosio legal approach karena persoalan yang diteliti 

mengenai hubungan antara faktor sosiologis dan yuridis. Faktor sosiologi 

adalah dalam bidang verstek khususnya peranan pengadilan dalam pelaksanaan 

verstek di pengadilan negeri Semarang. Sedangkan faktor yuridis adalah 

berpedoman pada norma-norma dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, yaitu pasal 125 HIR dan UU darurat No. /I951  pasal 6 ayat I 

subb .  

l )  Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam 
Teori dan Praktek, Bandung, 1979, hal. 17  
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Dikatakan diskriptif karena dari basil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai putusan Verstek. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini yang dikumpulkan terdiri dari : 

a. Penelitian lapangan (felt research), yaitu untuk memperoleh data primer 

dengan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan 

(quiesioner) yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada 

Pengadilan Negeri Semarang. 

b. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu untuk mendapatk~n data 

sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

I )  Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan-peraturan undang-undang 

yang berlaku seperti GBHN", TAP MPR dan HIR. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bidang pendapat-pendapat para pakar 

dan praktisi hukum serta sarjana yang bergerak di bidang hukum atau 

bidang lainnya yang berkaitan dan dimuat dalam buku-buku hukum, 

karya tulis serta dalam berbagai media cetak. 

4. Populasi 

Populasi adalah sebuah obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau 

seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya 

sangat besar dan sangat luas, maka sering kali tidak mungkin untuk dilakukan 
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suatu penelitian terhadap seluruh populasi itu. Populasi di sini adalah Ketua 

Pengadilan Negeri dan stafnya (panitera) yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Negeri 

I 

5. Metode Analisa Data 

Setelah terkumpul dengan lengkap maka berikutnya adalah penganalisaan data. 

Analisa data pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang dipilih dan 

disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan 

dibahas. 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dalam skripsi 1m maka penulis menyusun 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I · Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan 

mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Maksud dan 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Dasar Pemikiran, 

Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Pengertian Verstek Dan Pemanggilan Secara Patut 

Pada bab ini penulis membagi 7 bagian, yaitu Pengertian 

Putusan, Jenis-Jenis Putusan, Pengertian Verstek; Syarat­ 

syarat Verstek; Sebab-sebab di Jatuhkan Putusan Verstek; 

Cara Pemberitahuan Putusan Verstek; Pengertian 

Pemanggiian Secara Patut. 
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BAB III : Hasil Penelitian 

Penulis membagi 3 bagian yaitu Proses Acara Putusan Verstek 

dan Eksekusi Verstek Serta Pelaksanaan Asas Sederhana Cepat 

Dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Semarang; Hambatan 

Yang Timbul Dalam Proses Acara Verstek dan Eksekusi 

Verstek di Pengadilan Negeri Semarang; Dasar Hukum 

Pengadilan Negeri Semarang Dalam Menjatuhkan Putusan 

Verstek clan Hambatan-hambatan Yang diakibatkan Karena 

Tidak Hadimnya Para Pihak Yang Berperkara dan Mahalnya 

Biaya Untuk Beperkara. 

BAB IV : Penutup 

Penulis membagi 2 bagian, yaitu Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

PENGERTIAN VERSTEK 

DANPEMANGGILANSECARAPATUT 

A. Putusan Hakim 

Setelah bakim mengetahui duduk perkara yang sebenamya maka 

pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan 

putusan. Putusan hakim adalah suatu putusan pemyataan yang oleh hakim 

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa antaa para pihak. 

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan hakim, melainkan 

juga pemyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian 

diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak 

mempunyai kekuatan putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. 

Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan putusan 

yang tertulis. 

Di samping putusan hakim , ada juga penetapan hakim. Penyelesaian 

perkara yang mengandung sengketa dalam peradilan contentieus disebut 

putusan, sedangkan penyelesaian perkara yang berupa permohonan yang 

masuk dalam peradilan voluntair disebut penetapan. Putusan hakim 

mempunyai 3 jenis kekuatan : 
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i 

a. Kekuatan Mengikat 
! 
i 

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 
I 

1917 KUHPerdata). Berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara tersebut 

akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan hakim, sehingga 

putusan yang dijatuhkan hakim harus dihormati dengan tidak melaku.kan 

tindakan yang bertentangan dengan putusan. 

b. Kekuatan Pembuktian 

Putusan hakim tertuang dalam bentuk tertulis merupakan akte otentik, yang 

dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk 

mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri 

dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan telah diperoleh 

suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. 

c. Kekuatan Eksekutorial 

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara, persoalan 

atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti hanya 

menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau 

pelaksanaan ( eksekusinya) secara paksa. Kekua tan mengikat saja dari suatu 

putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti bahwa apabila 

putusan tidak dapat direalisir atau dilaksanakan. Oleh karena 

itumenetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, 

maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan 
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untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa 
I 
I 

oleh alat-alat negara. 

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan, karena peradilan di 

Indonesia dilalcukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa" (pasal 4 ayat l UU No. 35 tahun 1999) dan semua putusan hakim di 

seluruh Indonesia harus diberikan kepala yang berbunyi : "Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (pasal 435 RV jo pasal 4 ayat I UU 

No. 35 tahun 1999). 

Dengan kata-kata itulah maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan 

eksekutorial bagi putusan-putusan pengadi1an di Indonesia, sehingga apabila 

kepala putusan ini tidak dibubuhi pada suatu putusan pengadilan, maka hakim 

tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Jadi oleh karena putusan itu 

menetapkan dengan tegas adanya prestasi yang harus diberikan,maka putusan 

pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan untuk 

dilaksanakan. 

B. Jenis-Jenis Putusan 

Ada 2 macam putusan, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir 

ada1ah putusan yang mengakhiri sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. 

Dalam putusan akhir mempunyai 3 sifat yang terdiri dari : 

a. Putusan declaratoir 

Bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. 
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b. Putusan constitutif 

Adalah Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan 

suatu keadaan hukum yang baru. 

c. Putusan condemnatoir 

Adalah putusan yang berisi penghukuman. 

Adapun putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir atau 

putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk menyakinkan 

atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Menurut pasal 48 RV ada 

dua macam putusan sela, yaitu : 

a. Putusan preparatoir adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan 

untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya 

hakim. memutuskan untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu. Putusan 

preparatoir tidak mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. 

b. Putusan interlocutoir adalah putusan di mana hakim. sebelum memberi 

keputusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak supaya membuktikan 

hal suatu/putusan yang memerintahkan mengadakan pemeriksaan terlebih 

dahulu, misalnya tentang mendengarkan saksi, mengambil sumpah, 

pemeriksaan ahli, putusan interlocutoir dapat mempengaruhi akan bunyi 

putusan akhir. 

Di samping putusan sela yang terdapat dalam pasal 48 RV, RV masih 

mengenal lagi 2 macam putusan sela lainnya yang terdapat dalam pasal 332 RV : 
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a. Putusan provisionil adalah putusan atas dasar provisionil, misalnya dalam 

proses perceraian, istri minta secara provisionil supaya lebih dahulu diputuskan 

adanya uang nafkah untuk selama proses berjalan. 

b. Putusan insidentil adalah putusan atas sesuatu perselisihan, yang tidak begitu 

berhubngan dengan pokok perkaranya, misalnya putusan atas tuntutan supaya 

Iawan di dalam perkara mengadakan jaminan terdahulu, yang dinamakan 

"Ceutie" begitupun putusan yang memperbolehkan seseorang ikut serta dalam 

perk~ara. 

C. Pengertian Verstek 

B~hwas~nya manusia did~lam hukum dipandang sam~ k~duduk~nnya yang 

merupakan hak asasi bagi setiap insan manusia. Bagi negara kita hal ini telah pula 

diberikan jaminan kontitusional yang berarti pelaksanaannya harus benar-benar 

dilindungi. Jaminan tersebut tertuang dal am :  

1.  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat l 

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 

2. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

UU No.35 tahun 1999 pasal 5 ayat l yang menyatakan bahwa : 

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang." 

14 



3. Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 
I  

I  

"Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk 

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum 
dan tegaknya negara hukum." 

Salah satu persamaan kedudukan ini adalah diberikannya kesempatan 

terhadap tergugat untuk menanggapi, menjawab dan memberikan keterangan 

gugatan yang diajukan kepadanya dimuka persidangan pengadilan. 

Pemberian kesempatan ini berupaya adanya pengadilan dan pemberitahuan 

tentang adanya gugatan yang disampaikan kepadanya untuk menghadiri 

persidangan pengadilan mengenai gugatan yang diajukan kepadanya pada waktu 

yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya panggilan ini ada kalanya tidak 

di penuhi yang bersangkutan disebabkan antara lain adalah : 

1 .  Panggilan ini memang betul-betul tidak dihiraukan oleh yang bersangk:utan, 

walau surat panggilan sudah sampai ditangannya. 

2. Panggilan ini tidak sampai ditangannya, karena yang bersangkutan tidak 

diketahui alamatnya. 

Apabila tergugat tidak memenuhi panggilan ini maka pengadilan akan 

mengundurkan pemeriksaan pada persidangan berikutnya, dengan memanggil 

kembali tergugat untuk menghadirinya, dan juga memberitahukan tentang 

pengunduran ini kepada penggugat. 

Panggilan ini secara patut artinya bahwa surat panggilan ini sudah 

disampaikan kepadanya dengan acara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, 

dan dilakukan oleh juru sita yang disampaikan kepada yang bersangkutan atau 
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wakilnya dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat 

perlu tidak boleh kurang dari tiga hari. 

HIR, tidak mewajibkan tergugat untuk hadir dipersidangan, tetapi hanya 

memberikan kemungkinan bahwa proses yustisia tetap berjalan clan bahkan dapat 

diputus sekalipun pihak tergugat tidak hadir. 

Gugatan itu dapat dikabulkan dengan putusan diluar hadimnya tergugat, 

kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan, sedangkan pengertian 

Verstek itu sendiri adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan diluar haclirnya 

") 

tergugat.7 

Pada hakekatnya lembaga Verstek itu untuk merealisir asas audi et alteram 

partem yang artinya bahwa kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan. 

Sehingga seharusnya karena jabatannya (ex officio) hakim mempelajari gugatan, 

tetapi didalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan 

Verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu. 3 

Apabila tergugat tidak datang, tetapi tidak mengirim surat jawaban yang 

mengemukakan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang 

memeriksa perkaranya. Dalam hal ini ia atau wakilnya tidak datang, hakim wajib 

memutuskan tentang eksepsi itu setelah penggugat didengar, bila hakim 

menganggap dirinya wenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka 

eksepsi itu ditolak dan dijatuhkan putusan tentang pokok perkara. 

Pengertian eksepsi itu sendiri adalah ja waban yang tidak langsung 

mengenai perkara. Eksepsi ada 2 (dua) ma cam : 

2) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal, 83 

3) Ibid, hal. 84 
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l .  Eksepsi Prosesuil 

Ialah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Yang 

termasuk eksepsi prosesuil adalah : 

a. Eksepsi Declinatoir ialah tangkisann yang bersifat mengelakkan. Misalnya 

bahwa perkara yang sedang diperiksa itu telah pemah diputus oleh 

Pengadilan. 

b. Eksepsi Disqualifikatoir ialah eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, 

eksepsi bahwa gugatan batal atau perkara telah pemah putus. 

2. Eksepsi Materiil 

Adalah merupakan bantahan yang didasarkan atau ketentuan hukum materiil. 

Yang temasuk eksepsi ini adalah : 

a. Eksepsi Dilatoir ialah tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan 

berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran. 

b. Eksepsi Prematoir ialah eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara, 

seperti eksepsi karena lampaunya waktu (kadaluarsa) atau tegugat 

dibebaskan dari membayar. 

Dalam putusan Verstek yang mengabulkan gugatan penggugat, maka 

putusannya diberitahukan kepada tegugat serta dijelskan bahwa tergugat berhak 

mengaj ukan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan 

Verstek pada tergugat secara langsung. 



; 

Apabila penyampaian itu tidak secara langsung maka perlawanan dapat 

diajukan sampai hari kedelapan sesudah putusan Verstek dijalankan. Perlawanan 

terhadap putusan Verstek tidak selalu mengabulkan gugatan penggugat sehingga 

karenanya putusan Verstek dapat berbentuk : 

a. Tidak Dapat Diterima Putusan 

Jika gugatan tidak berdasarkan hukum, yang artinya apabila peristiwa­ 

peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak: membenarkan tuntutan. 

b. Ditolaknya Gugatan 

Apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. 

c. Dikabulkannya gugatan baik sebagian maupun keseluruhan. 

D. Syarat-syarat Verstek 

Pasal 126 HIR, menyatakan bahwa majelis hakim masih bisa 

memperhatikan untuk memanggil sekali lagi tegugat yang tidak hadir pada hari 

sidang itu dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang patut 

diperhatikan, seperti perkara itu sangat penting karena tempat tinggal tergugat 

sangat jauh dan seterusnya khusus dari pihak penggugat maka gugat dinyatakan 

tidak diterima. 

Suatu perkara dapat diputus secara Verstek apabila syarat-syarat sebagai 

berikut: 

4) Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 
Praktek, Alumni, Bandung, 1997, hal.27. 
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1 .  Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang 

telah ditentukan 1 

2. Ia atau mereka tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk 

menghadap 

3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut 

4. Petitum tidak melawan hak 

5. Patitum beralasan 

Syarat-syarat tersebut di atas harus batul-betul diteliti satu persatu dengan 

seksama, baru apabila kesemua persyaratan tersebut terpenuhi, Pengadilan 

memutus perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat melalui acara Verstek. 

Apabila temyata gugatan melawan hak atau tidak beralasan atau ternyata 

dalam gugatan terdapaat kesalahan formil, misalnya gugatan disampaikan oleh 

orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak 

memiliki surat k:uasa khusus dari pihak penggugat, walaupun persyaratan­ 

persyaratan lainnya yaitu persyaratan angka I sarnpai angka 3 telah terpenuhi, 

maka gugatan penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima 

Demikian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk tercapainya 

sahnya putusan Pengadilan dengan acara Verstek. 

E. Sebab-Sebab Dijatuhkan Putusan Verstek 

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 1999, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

5) Ibid, hal 26. 
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" Dalam perkara perdata Pengadilan mambantu para pencari keadilan dan 
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, clan biaya ringan." 

Ketidak hadiran salah satu pihak pada hari sidang yang telah ditentukan 

adalah merupakan hambatan proses pemeriksaan perkara. Seandainya setiap 

ketidak hadiran penggugat atau tergugat memerlukan panggilan ulang tentu 

jalannya sidang akan memakan waktu, apabila dimana pengadilan banyak 

menangani perkara-perkara. 

Oleh karena itu, sebagaimana bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang no.35 

tahun 1999 di atas, maka demi menegakkan prinsip peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan hakim diberi kewenangan untuk memberi putusan, kendati 

salah satu pihak tidak hadir. 

Demikianlah juga karena alasan demi menjaga kewibawaan pengadilan 

termasuk hakim. Walaupun peraturan tidak mengharuskan tergugat hadir 

dipersidangan, tetapi dengan dimungkinkan adanya putusan Verstek, maka 

memberikan dorongan kepada tergugat untuk menghadiri persidangan, dalam hal 

ini putusan Verstek dan penggugat dikalahkan, yang bersangkutan dapat 

mengajukan banding. 

Temasuk gugatan Verstek yang dinyatakan tidak diterima dalam putusan 

Verstek ini ialah apabila gugatan itu tidak berdasarkan hukum, yang artinya 

apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. 

Adapun gugatan yang tidak diajukan peristiwa yang membenarkan tuntutan 
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